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BUPATT KEPULAUAN ARU 

PROVINSI MALU'KU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR 17 TAHUN 2O1 

TENTANG 

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUIAN YANG MAHA ESA 

BUPATT KEPULAUAN ARU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perhu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi 
Usaha Daerah; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Scram Bagian Barat dan Kabupaten 
Kcpulauan Aru (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahan 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 130, Tarbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang 

Pererintahan Daerah [Lerbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 NOmar 2444, Tambahan Lembaran 

Ncgara. Republik Indonesia Noror 5587 sebagaiman.a 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah [Leinbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembiaran 

Negara Repubiik Indonesia Norn0r 5679); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

dan 

BUPATT KEPULAUAN ARU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TEN'TANG RETRTBUSI PENJUALAN 

PRODUKSI USAHA DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud: 
1. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut 

retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. 

3. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh 
Pererintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk tujuan 
kepentingan mum. 

4. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 
atau menikmati pelayanen jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah. 
5. Wafib Retibusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 

Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan perbayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau perotong retribusi tertentu. 



• 

6. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang discdiakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip - prinsip komcrsial karena pada dasarnya dapat 
pule disediakan olch scktor swaste. 

7. Tingkat Pengganaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Darah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

8. Bupati adalah Bupati K&pulauan Aru. 

14. 

15. 

13. 

12. 

9. Tarif Retribusi adalah rilai rupiah atau persentase tertentu yang 
ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi. 

10. Pcmungutan adalah suatu rngkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak atau retribusi, pen~ntuan besarnya pajak atat 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 
kepuda wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetofannya. 

I. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertent yang merupakan bats 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan 
tertentu dari Pemerintah Dacrah. 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang slanjutya disingkat SKRD 
adalah surat ketctapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 
Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukti pembayaran lainnya, 
berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan kcpada Wajib 
Retribusi. 
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan care lain ke kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat ST'RD adalah 
urat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau dcnda. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dacrah dipungut retribuai 
sebagai pembayaran atas pelayanan Penjualan Produksi Usaha Dacrah yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil 
produksi usaha Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
adalah perjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pilak 

swat& 



Paisal 1 

Subijek Retribusi adalah orang pribadi atau Baden yang 

mienggurakan/ menikmati pelayanan Perjualan Produksi Usaha Daeral. 

Pasal 5 

W~jib Retribusi Jasa Usah~ adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Jasa Usaha 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

Retribusi enjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi 
Jasa Usaha 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINOKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 7 

(1) Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jumlah 
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipiul 
Pemerintah Daerah untuk penyclenggaraan jasa yang bersangkutan. 

(2) Apabile tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sulit 
diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus 
yang dibuat oleh Pemerintah Daezah. 

(3) Tingkat penggunaan jasa sebageimane diaksud pada ayat (1) diatur oleh 
Bupati. 

BABV 

PRINSIP YANG DIA NUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi 
Usaha Daerah dengan memperhatikan biaya ponyediaan jasa, kemampuan 
mhasygrakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayenan 
tersebut. 

(2) Prihsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha 
didasarkan pada tujuan untuk memperolch keuntungan yang layak. 



BAB VI 

STRUK'TUR DAN BESARNYA TARI RETRIBUSI 

Pasal 9 

( Tarif sebagairaha diraksud dalam Pasal 7 ayat (l) adalah nilai rupiah 

yang ditetapkan tuk menghitung besarhya retribusi yang terutang. 
(2) Tarif Retribsi dibagi dalam golongan dart ditentukan seragam mcmurut 

golongan, sesuai dengart prisip dan sadar~n perietap@ tsrif retribusi. 
(3) Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daera.h ditetapkan sebag~i 

ber~kut: 

TARIF RET RIBU'SI PENJ UALAN PRODUKST USAHA DAERAH 

' 

L Kelautan dan Perikanan; 

a. Pengembangan Saran.a Perikasnap terdii dari; 

�--·�-· 
. . ... 

- --- 1 Hasil Produkst ALr Berslh 17,500,-/13 

2) Haell Produksi Ee Balok 15.000,-/ Batarg Balok 

-- -· - �--- 

b, Benth Lan Twar, terdiri dart; 

I Petjuahan Benih Sebar dengan jumlah; 

1-1,000 aleor #6c ,  /em 

+ 1.000-5.000 ekor 400,-/em 

+ 5.000-10.000 kor 300,-/cm 

+ 210.000 ekor 200,-/em 

2) Penj0Alan Benih Calon fndule 1.000,/cm 

3 Penjualan Ind uk 160.000,-/kg 

e. Benih Jean Pantai, terdiri dart; 
' 

1) Perjualan Bern 8ebar dengan jurlah : 

+1-1,000 tor 7500,-/cm 

+ 1.000-5.000 ekor ,000,-/cm 

5.000-10.DO elcr 7.000,-/cm 

• 210.000 ekor 7.000,-/ma 

2 Peniualan Calon Induke 150.000,-/kg 

3] Pei ualan Induk 250.000,-/kg 
... '" . - , ... -- . 

2. Pertaniant 

Penjualan Prauksi Usaha Daerah 

1} Penjualan Hasil Pertanlach 

a. Peternakan 

1. Ternak Sa.pi : 

Sapi Bibit 12-18 blan 3.500.000,-/ckor 

Sapi Potong/ Aflir 4.400.000,-/ekor 

2. Trnakc Kau bing: 
.  - -- ., . .. 

Kambing Bibit 1 tahun 750,000,-/ekotr 



o Kambirg Potong,/ Afir 500.000,-/ekor 

3. Ternakx Babi: 

e Bab1 Bibit 8-10 bulam 800.000,-Jekor 

o Babi otong,/Afkir 480.000,-'elot 

~· - 

4, Ternak Ayam Buras aflir : 

o Besar 40,000,-/elor 
. 

o Bedang 24.000,-/ekor 

5. Bibit DOC 5.000,-/ekor 

6. Bibit Ayam Buras bulan 25.000,-/ekor 

•• 
. . 

• bit DOD 5.000,/ckor 

8 Telur Ayan Buras 

o Besar 1.600,/butir 

o Keil 1.a20o,-/butir 

• Pe.id 

Bibit Perkebunan (anakan) 10o,-/pohon 

c, Tan#man Pangan dan Hortikculture 

o Pai (enih) 100,-/g 

o Jagung (erit) 700,-/8 
.. � .  .  .. . 

o Kacag- Kacaga (Beil) 3.000,-/g 

6 Bibit buah-buahan {anakan) 1.500,-/pohon 

3 Pertanian Pembangnan 

Penjualan Hast Produksi Usaha Daerah 

a. Penjuaban Has1l Kebun 
' . ' . , .. ---- 

I] Tanaman Ade ntum (aaloan) 25.000,-/ poho 

2] Tnamon Bougenville (aha lat) 30.000,/polo 

3] Tana man Batavia (anaka) 30.000,-/ pohon 

-·--- . . -�- 

b. Penfuelan Terna.k 

I) Babi 800.000,-/ekor 

2] Ayam Potong 30.000,-/ekor 

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 {tiga) Tabuan sekali 
(5) Tatif Retribusi ditinjau kembali sebagairmana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 



BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Perrigutan retribusi yang terutanig dilakukan pada wilayah Kabupaten 
Kepul~uan Aru, kecul wilayah/ tempat yang belur ada pelayanan Penjualan 
Produkt Usa.ha Daerah. 

BAB VIII 
MAS RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 

Masa Retribusi Penjualan Produksi Ueaha Dacrah adalah jangka w~ktu yang 
lamanya sesuai dengan Surat Perjanjian Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

Pasal 12 

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkarnya Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD) ata dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB IX 
PENENTU'AN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Pasal 13 

(1) Peraltayaran retribusi yang terutang dilakukan pa~tla saat diteriranya 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD] atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

{2) Tata cara pelaksan@an pemungutan Retribusi ditetaplan dengan Peraturan 
Bupati. 

(3) Surat Storan Retribusi Daerah, yang selanjuthya disingkat 88RD, adalah 
bu.kti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
macnggunakan formulir tau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daera.h mclalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh upati. 

BAB X 
PEMANFAATAN 

Pasal 14 

(1) Peranfaatan retribusi diutamakan untuk mendanei peneliharaan 
produksi usaha daerah 



(2) Permanfaat~ retribusi sebagaimana dimaksud pad~ ayat (I) ditetapkan 

oleh Bupati. 

BAB XI 

SANKSI ADMINISTRATT 

Paso 15 

(1) Dalai hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakttmya ~tau 

kurang membayar, dikenakaun sanksi administratif berupa bunga scbesar 
2%(dua persen) setiap bulan dari retribusi .yang terutang yang tidak ~ta~ 

kurang dbayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Rerribusi 
Dacrah (8TRD), 

(2) Sanksi sebagair~na dirhaksud pads ayat (I} dikenakan htuk paling lard 
5 (lima) bulan, 

BAB XII 

PENAGIHAN 

Pasal 16 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanski administratif berupa bunga 
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengguhakan STRD. 

[2) Hak untuk menggunakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa 
setelah melarpaui waktu 3 (tiga} Tahun terhitung sejak terutangnya 
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
Retribusi. 

(3) Penagihan Retribusi sebagaimhana diraksud pada ayat {2) tcrtangguh 
apabila: 
a., diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ade pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat [2), 

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 
tersebut. 

BAB XIII 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARBA 

Pasal 17 

(I) Piutag Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagj karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Kputusan Penghapusen iuting Retribusi yang 

sudah kedauwarsa sebagairana dimaksud pada ayat (1) 



MOHAMAD DUMPA 

JOHAN GONGA 

• 

NOVY EI'WIN M. SOLISSA,SH 

NIP. 19711105 200501 1 009 

Salinan sesuai dengen aslinya 
KEPALA B. HAN UKUM, 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI 

MALUKU; NOMOR 45 /TAHUN 2017 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
TAHUN 2017 NOMOR 17 

ttd 

Diundangken di Dobo 
pada tanggal 8 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 

ttd 

Ditetapkan di Dobo 
pada tanggal 19 April 2017 

BUPATT KEPULAUAN ARU, 

(3) Apab~la dalath waktu I (satu) bulan setelah kedaluwarsa B~p%ti belurthi 

menetapkan keputusan scbag~imana dimaksud pada ayat [2), mhaka 

dianggap telath dihapus. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa! 18 

Perattran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seti~'p orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengurdangah 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabu paten Kepula~an Aru. 


